BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkembangan sektor Usaha Mikro Kecil (IMK) di Daerah Istimewa
Yogyskarta (DIY) telah menempati pilar ekonomi kreatif daerah. Hak
Kekayaan Intelektual menurut Sudikno Mertokusumo merujuk pada hak yang
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Gambar 1. | dare UMK dan UMEM Yogvakarto
Sumber: bapperida jogiaprov.go.id. 2635



Sebagai gambaran sosiologis yang lebih luas, urgensi perlindungan
kekayaan intelektual bagi pelaku usaha di wilayah sekitar D1 Yogyoakarta,
khususnya Jawa Tengah, menunjukkan tren positif yang sangat signifikan,
Berdasarkan datn statistik tahun 2025, Provinsi Jawa Tengah berhasil
menempat peringkat keempat nasional dalam jumlah permohonan HK1 dengan
total mencapai 31.322 permohonan. Angka wvang cukup kontras jika
dibandingkan dengan D.1. Yogyakara yang berada di peringkat keenam
dengan 10.20] permohonan-ini mengindikasikan bahwa terdapat ekosistem
kesadaran hukum dan kemudahan akses lnyunan yang lebih masif di wilayah
tetangga. Tinggunys angka partisipasi di Jowa Tengah tersebut mencerminkan
efektivitas komunikasi pelsyanan publik yang mampu menjangkau audiens
secara luas dan cepal. Keberhasilan ini menjadi parsmeter penting bagi penulis
untuk menganalisis lebih dalam mengenai fakior-faktor apa saja yang
menyebabkan platform digital seperti JogjaK1 masih menemui hambatan teknis
dan koordinasi. sehingga jumiah pendaftarannya belum mampo nﬁljmaj
akselerasi pertumbutian yang terjadi di wilayah sekitar Jawa Tengah,
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Cramibvar 1. 2 jumifah permrohonan FHE jowa fengah
Sumber: dgip.go.id, 2076
Sayangnya, potensi besar ini berbanding terbalik secara drastis dengan
catatnn resmi yung dimiliki oleh Balai Pengelolaan Kekoyaon Intelektual
(BPKI), di mans hanya sekitar 5385 UMK pada tahun 2024 dan untuk tahun
2025 hanva 548 UMK yang tercatat telah mendaftarkan HKI secara resmi



terdapat hambatan dalam upaya perlindungan legal UMK DI Yogyakarta.
Beberapa faktor yang memungkinkan penyebab ketimpangan serius ini mulai
dari penyajian informasi yang ada pada wehsite JogjaK1 hingga informasi biaya
vang kurang jelas. Namun, dalam banyak situasi langkah ini bisa menjadi sulit
d:numlgm:humkhummjnnmuk K yang memiliki keterbatasan pada
mba':hy:satm 1 tent um (N. A. Harahap et al., 2024).
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Gambar {. 4 duta pendsfiaran HEKT 2025 pada BPEY
Sumber: admin Jogiak 2023



Kesenjangan data yang sangat jelas tersebut mengindikasikan bahwa
meskipun BPKI telah didirikan untuk menjembatani sektor industri dan
perdagangan, efektivitas informasi dan edukasi HKI yang dilakukan belum
optimal. Wefsite vang  dikelola dengan  baik dan selalu  diperbann  bisa
memperbaiki tingkot trensparansi  (Anggita & Junaris, 2025), Hal ini
diperkimakan jika website belum secara efektif memicu awareness dan call to
action UMK, schingga menghnmhﬂ tl_]hjl untuk mengatasi kesenjangan
angka HKI yang signifikan’ m:. whan melalui situs - website
memberikan hﬁ:nrmm I{Hﬂ:ﬂﬂ, “membantu u penggina  dalam  membuat
kepm?nngmm {Ayatullah et al., 2025). Menjadi sebuah tantangan
BPKI untuk meningkatkan kualitas infrormasi yang ada padi websise.

BFKI sehégii mstitusi pemerintah memanfastkan webtiee sabagai
sarana penyebaran informasi kepada publik, komuikasi pelayanan publik
dikatakan herhasil jika lima unsur komunikasi I:[‘ppmﬁi yang qﬁhgutl
-hmﬂ]tor kualites pesan, mediz, komunikan, dan efek. ‘Menurut DeVito.
karaktenstik utama dari kemunikasi dalam konteks humanistik makup
keterbukamn, empath sikap mendukung, sikap. posmf dan  kesetarasn
(Mucharam, 2022). Unsur-unsur tersebul mempunyai pemn yang sangat
.pmtmg untuk mm'ungka!kan kunlitas kﬂmuﬂlkﬂiplm ]Juhltk.. Gagalnya
'lmnumkgm pelayanan. publik tentunya sangat berpengarub pada kualitas,
fingkat kepercayaan. hingga informasi yang diberikan (Waliyono & Rafinita
Ailﬁiu,'m

Ketersediaan informasi yang  Tuas khususny
menjadikan 1n.ﬁ::rmuﬂl seperti pﬁ m h ‘vang dapat memberikan
dampak positif dan dnmpnl: m'gnuf tS-ehm]n & Rusmini, 2023). Informasi
mengenai HKI merupakan kategori informasi hukum vang memerlukan tingkat

melalu media digital

literasi, pemahaman regulasi, serta perhation yang memadsi dar penerima
pesan. Dalam kemangka komunikasi pelayanan publik. penyedia layanan
dituntut untuk menjamin penyampaian informasi vang cepat. tepat. akurat,
efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Maryam, 2016),
Oleh karena itu, BPKI dalam mengelola pesan menjadi peran yang sangat



sentral. Komunikasi  pelayanan  publik  imi  harus  mencakup upaya
penyederhanaan pesan HKI yang rumit menjadi format yang wser-friendly dan
adaptif, serta memastikan kualitas konten digital mencakup kelengkapan,
keakuratan, dan pembaruan berkala dapat diandalkan. Kegagalan pemanfaatan
JogjaKl ini dikhawatirkan terjadi karena kurang mampunya website tersebut
dalam mentransformasikan fard infarmation HKI menjadi pesan yang tidak
hanya informatif, tetapi juga persuasif dan sesuai dengan lutar belakang UMK
yang sangat bemgam.

Penermpan « M ﬂ#ﬂﬂ instuksi presiden No.3 tahun 2003
feniang penyclenggaraan tata kelolah pemmmlmn secam._elektronik di
ﬁﬁﬁmm {La Taﬁﬁﬂ .].,..MZ"’] Hal ini merm.hygknh vang sangat baik
:p]lﬂ ndonesia juga sudsh memasuki‘era 4.0. E-government menjadi
mﬂ.n krusial dalam upaya mewujudkan tata kelola mlmn yang

 baik. Implementasi c-government tidak hanya terbatns pada proses digitalisasi
w, melainkan berfungs: secarn fundemental untuk w{m ‘dan
mengoptimalkan strategis antara pemerintah dan berbagsi  pemangku
LW Perluasan ini mencakup tiga dimensi utama: GIC | Government
e Eﬁfﬁ!ﬂ G2B (Gavernment to Business), dan fﬂﬁ (Cravermment to
Government), melalui optimalisasi platform digital, seluruh proses elaborasi
-don pelayanan antar-pemangke- kepentingan meh'uldqm d.'él_hnl:un seCam
efikiif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif (Ayu et a1 2021), Dengan
demikian, e-government secara langsung mendukung terciptanya prinsip-
prinsip goad government di lingkungan sekhrpﬁhﬁ.

Implementasi wehsite JogjaKl oleh BPK1 merupakan upaya pemenntah
daerah dalam menjalankan I.ransfmmsi e-govermment, selaras dengan amonat
instruksi presiden Mo.3 tahun 2003 vang menekankan pentingnya modemisasi
tata kelola pemerintahan dalam kermngka good governmance (Rozaki & Reza,

2022). Penggunaan teknologi digital ini bertujuan untuk menciptakan layanan
publik vang lebih efisien. transparan, dan akuntabel (Matika. 2024). Dalam
permasalah imi dapat juga dilihat dengan komunikasi pelayanan publik. seperti



pada interaksi GIB (Govermment io Business) dan G2C {Governmeni o
Citizen ) vang mana hal tersebut menjadi inti dari fayanan Kekayaan Intelektual.
Keberhasilan komunikasi pelayanan publik tidak lagi sekadar diukur
dari ketersediaan platform. melainkan pada kemampuannya secara holistik
mewujudkan prinsip-prnsip utoma pelayanan, yaitu efisiensi, transparansi, dan
responsivitas (Ardani et al., 2024). Hal ini berakar pada aspek kualitas layanan
don kemudahan penggunaan (easeof el website itu sendiri (Nainggolan et
al.. 2023), meriipakn indikiflor krosial! dalaiis, model evaluasi kepuasan
pengguna ferhadtp c-gimermment. Apabila. platformi digital sulit diakses,
kontennya fidak infuitif, atuu prosesnya tidak efisien, maka prinsip transparansi
dan efisiensi yang diamanatkan akan mendapatkan hambatan. Karena tata cara
yang tecatur memudahkan pengguns untuk ﬁqgm:ﬂﬂmm::ngkap sLsunan
informasi dengan cara yang intuitif dan efisien (Arsama & AL, 2024).
Permasalahan ini tidak hanya berhenti pada fungsi wrbfi‘lﬂl#‘ tetapi herkaitan
cknm cars BPEI menjaga keporcayaan maosyarakat melu!ui layanan pada
ﬁgﬂ.&_\;gmlugl. lmyanan ini punya peran besar datam mmhnnm-m natk
kelas melalui perlindungan hak kekaysan intelektual mereka.
Meskipun website telah dilengkapi dengsn berbagii fitie informatif,
rendahnya angka pendafiaran HKI memmbu].m. mvm mengenai
“l"mﬂllﬁﬂﬂ Pﬁmﬁﬂm wedite Jogjakl ﬂHf. m Hlmhllﬂ.ll dalam

u-nﬁ'ﬁn tersebut, W gﬁ ndanya l:u:amnﬂula hiam memilih konten,
merumuskan pesan fﬂxﬂ:.r & Putri, 2023) hal fersebut termasuk upaya
menyederhanakan imformasi ﬁmmmdnn mengeloln tat kelola
wehsite memiliki peran sentral dalam memastikan platform ini dapat berfungsi

efektif kepada sepmen UMK yang beragam. Dengan strategi komunikasi yang
tepat dupat menarik perhatian masyarakat dengan lebih mudoh (Rossa &
Alfikn, 2023}, oleh karena itu perlu dilakukan analisis secara mendalam
tentang komunikasi pelayanan publik BPKI dalam memanfastkan wehbsice
JogjaKl sebagai media penveboran informasi HKL  untuk  upaya



mengoptimalkan website mereka agar tujuan peningkatan perlindungan merek
di katangan UMK dapat tercapai.

Debby et al. (2024) pada penelitiannya “Website Sebagai Media
Informasi dan Komunikasi Pelayanan Publik Kota Surakarta” menyatakan
bahwa website instansi pemerintah bukan sekadar alat administrasi, melainkan
representasi kapasitas institusi dalam berhubungan dengan publik. Jika
pengelolaan mformasi di dalamnys tidak eptimal, maka fungsi sosialisas
pemerintah tidak akan berjalan maksimal. Sebagaimana ditemukan oleh Purba
{2023) dﬂp’ﬂhﬂjﬂﬂul “Strafegi Komunikasi Pelayanan Publik di Kota Tanjung
Balai™ hambatan tﬂﬂl Illhﬂt pelayanan publik scring kali muncul dari
kurangnya pengetahuan masyarakat dan pesanmﬂﬂldrpﬂ!hmn yang pada
akhimys memicu qmli mg::tif alau rerl.dahjl partisipasi. Hal ini menjadi
relevan dengan fenomena rendahnyn pendafiaran HKI di DL Yogvakarta.

dimana informasi HKI yang bersifat fard information diduga belum mampu
Wikommiikhsiican secara efaktif molalud platform Jogjakl. -
Keberhasilan komunikasi pelayanan publik tidak hanya diukur dari
tersedianya media, melainkan dari efek atau pengaruh vang ditimbulkan pada
komunikan. Efek terscbut mencakup perubahan pada fingkat pengetshuan
{.ﬁmwhq'g:-} sikap (ertitude), don tindakan (bekavior) (Wﬁ:wmuﬁ Rafinita
Aditia, 2022). Dukungan. dasi pemerintah yang proaktif untuk mendorong
pelaks usaha mikro, kecil, dan menengah unfuk mendaftarkan hak kekayaan
ntelektual mereka dan memanfoatkan hal tersebut S&hﬂg:}j sumber daya
ekonomi (Marcell, 2025), Tujuan utama BPKI melalui JogiaK1 bukan sekadar
memberikan pengetlbm kepada UMK ml keberadaan platform
tersebut. melninkan unlu.k mendorong tindakan nyata berupa pendaftaran HKL
Berbeda dengan kajian terdahulu yanmg lebith banyak menyoroli pelayanan

administratif wmum, peneliian  ini memberikan  kebaruan dengan
mengintegrasikan  dimensi  e-Gov@uwal untuk mengujl  kualitas  secam
miendalam. Masalah utama pada penelitian ini ada pada rendahkan pendaftaran
HEI melalui website JogjaKl bagi UMK D.1 Yogyakarta. Kondisi tersebut
memperiegas urgensi penelitian ini untuk membedsh kualitas tampilan sera isi



informasi  website.  JogjaKl  sebagai  instrumen  e-govermmeni,  guna
menginformasikan komunikasi pelavanan publik yang diterapkan BPKI
kepada UMK DL Yogyakarta, identifikasi faktor pendukung dan penghambat
dalam komunikasi pelayanan publik pada website Jogjakl .

BPKI menempati posisi yang sangat strutegis sebagai komunikator dan
penyelenggara layanan terkait Kekayaan Intelektual di wilayah Yogyakarta,
Sebagai balai pelayanan vang berfokus pada HK1. BPKI bertanggung jawab
langsung untuk@ienjembatani kesenjangan antira scktor industri UMK dan
sektor perdagangun. Hal ini df*ﬂ]wﬁnn mekalii serangkaian program,
mmmmmm dan layanan pendukung seperti Program
-G:Hi?:mflng, ]Fmgwkm misiatif F'enm_ll_h DL ?tg}'akana untuk
mendorong peningkatan kualitas danjnnﬂaﬂ'ﬁinﬂ'@mw bersaing di
fingkat pasional maupun internasional. Peran nmimﬁ.qﬂ HPx_I menjadi
muth vital dengan adanys perpindahan struktur organisasinyn. BPKI
ubdnmny: berada di bawah Dinas Perindustrian, dan kemudian per tahun
2024 telah bergabung dengan Dinas Pariwisata D.1. Yogyakarta.

L2 Kumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, panﬁx menimuskan rumusan
masaloh yang akan digunakan dalam melakukon pemelition ini. Rumusan
masalah dan penelitian ini adalah “Bngaimm-m-#ra;&w'inmunikasi
mmm‘ weebsite JogjaKl untuk menjangkau dan mendorong

1.3. ‘l‘u]nnn i’.ene'llt-im

Penelitian in1 hrhlj!m Mﬂ: mmnhﬁils secarn  komprehensif
komunikasi pelayanan mibiik yang diterapkan BPKI melalui webxive JogjaKl.
Analisis akan difokuskan pada tiga aspek utama yaitu: Identifikasi komunikasi
pelayanan publik BPKI kepada UMK, identifikasi faktor pendukung dan
penghambat dolam komunikasi pelayanan publik pada websire JogjaKl.



1.4. Manfaat Penelitian

14.L

Manfaat dalam Teoritis
Manfaat teoritis adalah kontribusi penelitian kepada dunia ilmu
pengetahuan dan juga teori-teori yang ada. Adapun manfaat dan
perelitian ini terhadap ilmu pengetabuon adalah sebagai berikut:
a. Memperkava ilmu  komunikasi dalam konteks Komunikasi
Fei:lya.mn Publik. Huﬂujll gkan memberikan model empiris
mengenal efektivitas pmjmr;f iqﬁmm:mn sepertl yang terdapat
pada kasus informasi HKI yang kompleks di plattorm berbasis -
-'.S"m'rm .
b. Sebagai sarana untuk menguji pencrapan model-model komunikasi
yang relevan. terutama dalam: menganalisis lima Unsur-unsur
Komunikasi Pelayanan Publik lknmmm media,
komunikan, dan efek).
¢. Temuan im dapat dijadikon sebagai referensi dan studi terdahulu
yang relevan bagi penulis selanjutnya, khususnya yang tertarik
‘mengkaji hubungan antarm kvalitas konten digital dan’ upava
memicu efek tindakan di sektor publik.

. Manfaat dalam Praktisi

Manfaal praktis adalah manfaat atau kontribusi yang diberikan
penelitian kepada subjek penelitian. Adapun manfaat dabsm prakiisi:

a. Hasil penelitian ini dopat menjadi basis evaluasi komprehensif
Itrﬁ.ndap aspek kemudahan menggunakin website JogjaKl dan
kualitas informasi welesite Jogjak 1. sehingoa platform tersebut dopat
berfungsi :T:Etﬂrl]..ﬂpt'l.ll]aluﬂﬂ.ltﬂm :mnje-mhnt.uni kesenjangan data
HKI UMK

b. Temuan ini dapat berkontribusi pada penmghkatan literasi HKI dan
kesadaran legal di kalangan UMK D.. Yogvakarta. Dengan
komunikssi yang lebih efektif dari BPKIL diharapkan UMK dapat
lebih mudah mengakses informasi penting, terhindar dan plagiasi,
dan mendorong pertumbuhan ussha vang berkesinambungan.



1.5

. Slstematika Penullsan

Untuk mempermudah dalam memahasi isi dari keseluruhan pembahasan
yang penulis buat pads sknipsi ini, maka diperlukan untuk membuat
sistemasika dari pembahasan yang akan menjadi pedoman penyusunan skripsi

Berikut penyajian sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini:

1.5.1.

Bab | Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar Belakang masalah yang memuat data
empiris mengenai kesenjingan pendaftaran HK1 UMK D.1. Yogyakarta
dnumhh bulmqﬁmhﬂuphﬂuw, vang memjadi dasar
munculnya hipotesis. Bab ini juga memust romusan masalah. tujuan

penclition, den kontribusi atau manfat yang diberikan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan akademis dan prakusi.

152, Bubll Tinjavan Pustaka

Bab ini menyajikan tinjauan pustniﬂmmfnﬁhdusan

teoritis dalam pelaksanaan penelition. Pembahassn pada bab ini

mencakup penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji,

m konseptual untuk mendefinisikan istilah-istilah kunei, landasan

teori vang digunakan sebagal pisau anahm,m herangtx berp:lur
yang memvisualisasikan alur logis dam hubungon anfarvarisbel

penclitian.

1183, B ] Metode Peseifian

Bab {m Mjﬁan penjclasan m terperinci  mengenai
metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini. Pembahasan
pada bab ini mencakup jenis dan parmdigma penelitian, penentuan objek
dan subjek ‘penelitian. klasifikast sumber dan, rincian teknik
pengumpulan data, prosedur teknik analisis data, serfa langkah-langkah
untuk menjamin keabsahan data vang digunakan.

Bab 1V Temuan dan Pembahasan

Bab ini menyajikan temuan dan pembahasan hasil penelitian.
Secara sistematis. bab ini diawali dengan desknpsi profil instansi yang
menjadi objek penelitian, dilanjutkan dengan pemaparan data hasi



pengumpulan di lapangan, dan kemudian berfokus pada analisis serta
dengan penjelasan mengenai temuan-temuan kunci yang diperoleh
selama proses penelitian.

1535, BnhVPmmuﬁme
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